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ABSTRAK 

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, pemungutan pajak di 

Indonesia menganut sistem self-assessment. Self-assessment ialah sistem pemungutan pajak 

yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa 

risiko kesalahan yang mungkin timbul dengan penerapan sistem self-assesment ialah salah 

hitung pajak terutang, terlambat bayar, dan terlambat lapor. Bila risiko tersebut terjadi, maka 

Wajib Pajak akan dikenakan sanksi pajak oleh Dirjen Pajak. Untuk menghindari timbulnya 

sanksi perpajakan di masa yang akan datang, Wajib Pajak perlu melakukan tax review. Tax 

review ialah suatu rangkaian proses penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak 

dimulai dari perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga 

pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. Dengan 

melakukan tax review, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menghindari risiko timbulnya 

sanksi dari Dirjen Pajak. 

Peraturan pajak di Indonesia sering mengalami perubahan dari waktu ke 

waktu. Namun, perubahan tersebut seringkali tidak didukung oleh sosialisasi yang memadai 

oleh pemerintah kepada Wajib Pajak. Hal ini mengakibatkan rentan terjadi kesalahan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Kesalahan tersebut akan berdampak pada timbulnya sanksi 

pajak. Salah satu upaya untuk menghindari sanksi pajak ialah dengan melakukan tax review. 

Dengan melakukan tax review, maka Wajib Pajak dapat mengevaluasi seluruh kewajiban 

perpajakannya dan juga meminimalisasi sanksi pajak yang mungkin timbul dikemudian hari.  

Pada penelitian ini, penulis melakukan tax review atas PPh dan PPN pada 

UD Z. Objek penelitian dalam skripsi ini ialah UD Z yang berlokasi di Cirebon – Jawa 

Barat. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang 

didesain untuk memperoleh data yang dapat menggambarkan karakteristik dari kelompok, 

kejadian, atau situasi. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan tax review terhadap PPh 

dan PPN sebagai upaya meminimalisir sanksi pajak, penulis merumuskan tiga kesimpulan. 

Pertama, perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPh dengan baik. Kedua, 

perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan PPN dengan baik. Ketiga, bila 

perusahaan tidak mengikuti tax amnesty, maka jumlah Kurang Bayar dan sanksi administrasi 

yang harus disetor ialah senilai Rp 668.914.981,00. Apabila perusahaan mengikuti tax 

amnesty, maka perusahaan tidak akan dikenakan sanksi perpajakan serta tidak perlu 

menyetorkan Kurang Bayar PPh dan PPN tersebut. Untuk dapat menghindari kesalahan di 

atas, perusahaan sebaiknya melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh pada SPT 

Tahunan PPh secara lengkap dan lebih teliti dalam penyusunan laporan penjualan dan 

pembelian sebagai dasar penyusunan SPT Masa PPN. Selain itu penulis memberikan saran 

kepada pemerintah agar dapat menerbitkan peraturan atas transaksi retur penjualan dari 

pihak yang tidak memiliki NPWP agar transaksi tersebut tidak merugikan perusahaan di 

masa yang akan datang. 

 

 

Kata kunci: tax review, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, sanksi pajak. 
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ABSTRACT 

 

Since the tax reforms carried out in 1983, tax collection in Indonesia 

adheres to the system of self-assessment. Self-assessment is a tax collection system that gives 

credence to the taxpayer to calculate, pay, and report their own tax obligations in 

accordance with applicable regulations. Some of the risk of errors that may arise with the 

application of the system of self-assessment is one count of tax payable, pay overdue, and 

reporting overdue. If these risks occur, then the taxpayer will be liable to taxation by the 

Directorate General of Taxation. To avoid any tax penalty in the future, taxpayers need to 

perform tax review. Tax review is a review of the entire process sequence Taxpayer tax 

obligations starting from the calculation of tax deductions, collection, remittance, settlement, 

reporting to assess compliance to the tax that has been done in the period. By doing tax 

review, the taxpayer is expected to avoid the risk of sanctions from the Directorate General 

of Taxation. 

Tax regulations often changes over time in Indonesia. However, these 

changes are often not supported by adequate socialization by the government to the 

taxpayer. This resulted in susceptible errors made by taxpayers. The error will impact on the 

incidence of tax penalties. One of the efforts to avoid tax penalties is to perform tax reviews. 

By doing tax review, then the taxpayer can evaluate all the tax obligations and also minimize 

tax penalties that may arise in the future. 

In this study, the authors conducted a tax review of income tax and value 

added tax on UD Z. The object of research in this thesis is UD Z, which is located in Cirebon 

- West Java. In conducting this research, the authors uses descriptive method with case study 

approach. Descriptive research method is a method of research that is designed to obtain 

data that can describe the characteristics of the group, event, or situation. 

Based on the results of the research on the application of income tax and 

value added tax review as to minimize tax penalties, the authors pinpoint three conclusions. 

First, the company has not yet implemented Income tax obligations properly. Second, the 

company has not yet implemented the value added tax obligations properly. Third, if the 

company does not participate the tax amnesty, then the amount of underpayment and 

administrative penalties that must be paid is Rp 668,914,981.00. If the company follows the 

tax amnesty, then the company will not be subject to tax penalties and do not need to deposit 

underpayment of income tax and value added tax. In order to avoid the above error, the 

company should report all income earned in the Annual Income Tax Return completely and 

more meticulous in the preparation of sales and purchase report as the basis for the value 

added tax report. Moreover, the authors provide advice to the government for issuing 

regulations on transaction sales returns of those who do not have a taxpayer registration 

number that the transaction is not detrimental to the company in the future. 

 

 

Keyword: tax review, income tax, value added tax, tax penalties. 
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BAB 1.  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem 

pemungutan pajak di Indonesia berubah dari sistem official-assessment menjadi 

sistem self-assessment. Self-assessment ialah sistem pemungutan pajak yang 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada 

sistem self-assessment letak tanggung jawab sepenuhnya terdapat pada Wajib Pajak, 

sehingga seluruh risiko yang akan timbul juga menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. 

Sedangkan Dirjen Pajak berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan kewajiban Wajib 

Pajak dengan melakukan pemeriksaan, investigasi, dan penagihan pajak.   

Beberapa risiko kesalahan yang mungkin timbul dengan penerapan 

sistem self-assesment ialah salah hitung pajak terutang, terlambat bayar, dan 

terlambat lapor. Bila risiko tersebut terjadi, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi 

pajak oleh Dirjen Pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya risiko-risiko 

di atas ialah rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan perpajakan 

yang kerap mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Untuk menghindari timbulnya sanksi perpajakan di masa yang akan 

datang, Wajib Pajak perlu melakukan tax review. Tax review ialah suatu rangkaian 

proses penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai dari 

perhitungan pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga 

pelaporan untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. 

Dengan melakukan tax review, maka Wajib Pajak diharapkan dapat menghindari 

risiko timbulnya sanksi dari Dirjen Pajak. 

UD Z merupakan sebuah perusahaan distribusi makanan, minuman, 

dan barang kebutuhan rumah tangga yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, UD Z dibantu oleh konsultan pajak. Pada 

penelitian ini, ruang lingkup tax review yang akan diteliti pada UD Z terdiri atas 

Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini dikarenakan pada UD Z, 

aspek perpajakan yang dominan adalah PPh dan PPN. Berdasarkan wawancara yang 
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dilakukan penulis dengan pihak UD Z, dalam beberapa tahun terakhir UD Z jarang 

terkena sanksi oleh kantor pajak. Sanksi terakhir yang diterima UD Z terjadi pada 

tahun 2013. Namun, dengan semakin kompleksnya aktivitas operasi perusahaan dan 

berkembangnya peraturan pajak di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat 

risiko kesalahan yang dapat terjadi di UD Z dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

Kesalahan sekecil apapun akan menimbulkan timbulnya sanksi pajak di masa yang 

akan datang, untuk itu perlu dilakukan tax review atas PPh dan PPN pada UD Z agar 

kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihindari pada masa yang akan datang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan tax review terhadap pajak penghasilan pada perusahaan? 

2. Bagaimana penerapan tax review terhadap pajak pertambahan nilai pada 

perusahaan? 

3. Bagaimana penerapan tax review terhadap pajak penghasilan dan pajak 

pertambahan nilai terhadap sanksi pajak pada perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan tax review terhadap pajak penghasilan pada perusahaan. 

2. Mengetahui penerapan tax review terhadap pajak pertambahan nilai pada 

perusahaan. 

3. Mengetahui penerapan tax review terhadap pajak penghasilan dan pajak 

pertambahan nilai terhadap sanksi pajak pada perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penulis merumuskan manfaat berdasarkan subjek pengguna penelitian 

sebagai berikut: 
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1. Penulis 

Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat sebagai proses penerapan secara 

langsung dari teori-teori yang telah diperoleh. Sehingga penulis tidak hanya 

paham ilmu secara teoritis, namun juga secara praktis. 

2. Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kewajiban 

perpajakan dan juga sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan tax review agar 

dapat terhindar dari sanksi pajak. 

3. Pemerintah 

Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu saran 

dalam membuat peraturan di masa yang akan datang. 

4. Pembaca 

Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu 

referensi penelitian bidang perpajakan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ialah self-assessment. Menurut 

Mardiasmo (2016:9) self-assessment ialah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 

terutang. Dengan demikian, maka letak tanggung jawab dan risiko berada pada 

Wajib Pajak. Agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar, perlu kesadaran dan 

kepatuhan dari setiap Wajib Pajak untuk terus mengikuti perkembangan setiap 

peraturan pajak. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan yang diakibatkan 

oleh ketidaktahuan akan perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

Dari sisi pemerintah supaya sistem self-assessment tersebut berjalan 

dengan baik, diperlukan juga sebuah penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen 

Pajak. Dirjen Pajak memiliki fungsi pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan 

dan penyidikan. Menurut Mardiasmo (2016:56) pemeriksaan ialah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:58) penyidikan tindak pidana di bidang 

perpajakan ialah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari 
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serta mengumpulkan bukti untuk menentukan tindak pidana serta tersangka pada 

suatu kasus perpajakan. 

Berdasarkan sejarah perkembangan pajak di Indonesia, peraturan 

pajak di Indonesia sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu 

setiap Wajib Pajak harus secara aktif mengikuti perubahan peraturan yang ada, 

terutama terkait dengan peraturan perpajakan yang berhubungan dengan kewajiban 

Wajib Pajak tersebut. Namun, perubahan tersebut seringkali tidak didukung oleh 

sosialisasi yang memadai oleh Dirjen Pajak kepada masyarakat khususnya para 

Wajib Pajak. Selain itu, menurut Dirjen Pajak yang dikutip dari sebuah artikel 

(http://bisnis.liputan6.com/read/2338480/penerimaan-pajak-masih-rendah-dirjen-

pajak-mengaku-salah), tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan pajak di 

Indonesia masih minim. Hal ini mengakibatkan rentan terjadi kesalahan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan perhitungan, 

kesalahan pemungutan, kesalahan pemotongan, telat bayar, telat lapor, dan tidak 

membayar pajak. Kesalahan yang terjadi tersebut akan berdampak pada timbulnya 

sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.  

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak merupakan alat pencegah 

(preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Terdapat dua jenis 

sanksi pajak di Indonesia, yang pertama adalah sanksi administrasi yaitu sanksi yang 

mewajibkan wajib pajak yang melakukan kesalahan untuk membayar denda dalam 

bentuk uang kepada Dirjen Pajak. Kedua, sanksi pidana yaitu sanksi yang dikenakan 

kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan dalam bentuk denda 

pidana dan pidana kurungan. 

Salah satu upaya untuk menghindari sanksi pajak ialah dengan 

melakukan tax review. Menurut Setiawan dan Musri (2007:239) tax review ialah 

suatu tindakan yang dapat mengurangi kewajiban kontinjen (kewajiban yang timbul 

di masa yang akan datang). Tax review merupakan suatu rangkaian proses 

penelaahan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak dimulai dari perhitungan 

pajak, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pelunasan, hingga pelaporan untuk 

menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan pada suatu periode. Dengan 

melakukan tax review, maka Wajib Pajak dapat mengevaluasi seluruh kewajiban 
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perpajakannya dan juga meminimalisasi sanksi pajak yang mungkin timbul 

dikemudian hari.  

Kegiatan tax review pada umumnya dilakukan sebelum Wajib Pajak 

menyampaikan SPT, sehingga segala kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam 

pembuatan SPT dapat dihindari. Dengan demikian, Wajib Pajak juga dapat terhindar 

dari kemungkinan terkena sanksi pajak di kemudian hari. Namun, efektifitas tax 

Review sangat bergantung pada tingkat akurasi data keuangan perusahaan yang 

digunakan sebagai dasar pembuatan SPT.  

Pada penelitian ini, penulis melakukan tax review atas Pajak 

Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada UD Z. Kegiatan ini 

sebagai upaya meminimalisasi kesalahan yang terjadi pada pemenuhan kewajiban 

perpajakan UD Z, sehingga UD Z dapat terhindar dari sanksi pajak yang dapat 

timbul dikemudian hari.  

Gambar 1.1. 
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Sumber: hasil olahan penulis. 




